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KATA PENGANTAR

-behgan mengueapkan  syukur ke badirvat  Allah Bwh  atas
ﬁakhmat dan - petunjuknya maka penelitian  yang  ber judul H
Ekesistensi FParadilan Agama i Negara Repuhiik Indonesia ini
dapat kami selesaikan.

Dalam kesempatan ind peneliti menyampaiban tevima  kasih

déﬁrpmnghargaan-yang sebesar-besarnya Eepada semaa pibak yang
Churut membantu sehingga penslitian ind dapaf diselesailkan.
Menyadari bahwa masib banyak kebkuarangan dalam penelitian
ini, karena itu penelifi meanyambut gembira seava keitik  dan
saran yang barsifat membangun.
Akhlvnyd havapan peneliti semoga lapovan ini meranber i kan
mahfaat bagli pembaca kgususpya sivibtas Universitas Diponegoro

Semarang.

Elepmanr Ang ) R
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SUMMARY

The  supreme court of justice, at them ceal of goverment,

nominally consists af thenfacur following person,  called,

_fram their! impaortence , the nails which ik the  Einadoo,

thevsoverign his minister, the high, pricst and the  judgods
of cammon law.
The sovereign never administrasi justice in  person,  but

interferes when the thinks proper as woll  on the  general

principle of his adatority as an arbitray prince, as becaube

he is the East being always insperabale.
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_Indonesia, sebenarnya bukan merupakan masalah baru;;f-

hal ini dlsebabkad Peradialan Adama Islam sudah gdu'

sejak .zaman . kejavasn kerajaan Pasai, Banten, Aceh,
Pajang dan Demak. R .

Hal ini seaalan dengan ‘hasuknya ‘aguma - Islam di

Indonesia sekitar abad ker7¥dan 8 Masehi. (H. Endang
Saripudin Anshbri,‘lgas”: 254 Yoo ! '

y o ‘ | |
Peradilan Agama yang berlaku pada 'waktu itu

adalah sqngat sederhana sesuai dengan pengetahuan dan

perkembangan masyarakat Islam pada waktu itu,

'kesederhanaan itu terllhat darl tempat panyelesaxan
perkara dan siapa yang menjadl hakim

M1sa1nya menyeledaikan perkara dilakukan Cdi ‘serambi
masjid dan yang bertindak sepagai hakim ad&lah‘ Pemuka

Agama atau Hedana dan dapat pula pimpinan masjid. Jadi -
d;dasarkan pada karlsma‘tentang ke- I;lam an. '

[ Y

? Dengan datansnya Bplanda d1 Indon881a Hukum

Islam yang berlaku d1 keraaaan keradaan sedlkit demi
sedikit terpoaok termasuk Peradllan Agama, dikarenakan
pada abad-, ka 18 kalangan Belanda sendxri . sudah

mehgetahu1 bahwa hukum yang berl&ku pada orang Islam .

- adalah HUkum Islam..

(Daniel §. Lev, H. Zalni Ahmad Noeh, 1983 P24 ).
Berd&sarkan kenyathan tersebut, maka Van Den
Berg menyafankan kepada Pemerintah Belanda pada waktu
itu supays bééi orang-oréng Indonesia yangd beragama
Iélﬁm tetap diberlakukan Hukow Islam dan sebagai



lembéga"untuk ;menegakkan hukumnysa® adalah Peradilan
Agama. : - ' .

Ini dimuat dalam Regerlng Reglement Staatsblad 1854
atau Staatsblad 1855 : "0Oleh hakim Indonesia hendaklah
dlburlakukan undang undang dan agama serta: kebiasaan
penduduk Indonesia". ‘

Selain itu,dltentukan pﬁla Satas wewenang Peradilan
Agama yaitu -

a. Pengadilan- Agam&.Etidak_.berwenang dalam perkars
pidana. " :
!

b. Apabllé éenurut hukum agama atan adat perkara itu
"~ _harus diputuskan oleh merekas {( para penghulu /
Peradilan Agama ). '

Selanjutnya pada. tanggal 31 Januari 1931
Nomor. 53 ' jo. 'Staatsblad 1937 Nomor. 116 ‘yang
menyebutkan Pengadilan Agamsa hanyva bersenang memefiksa
dar. memutué. perkara~perkara yang' ads hubungannya

dengan nikah, . talak, rujuk dsn cerai untuk wilayah
: Jawa dan Madura. Perkara waris, hadlonah dan wakaf
diserahkan diserahkan pada Peradilan Umum.

Pada Jjaman penjajishan Jepund tidak banyak
membawa pengaruh terhadap hukum dan lembaga-lembaga
Islam, sedikit membawa kemajuan dalam Peradilan Agama
di beberapa daerah, misalnya Aceh, ternvata sebagai
dalih untuk:kepentingan politik dari Jepang sendiri.

Setelah Indone51a merdeka senua peratu:an yang
berlaku di Negara Indonesxa harus berdasarkan pads
UndangmUﬁdang Dagar 1945. ' ' ‘

Berdasarkan pasal IT Aturan Peralihan UUD 1045 sisten
hukum dsn lembaga yang'ndé sebelum Indonesia wmwerdeka
tetap diperluksn termasuk Peradilan Agama.



Hal;ini unéuk menghindari kefakuman. Dalam huhunganﬁya
dengan‘ Peradilan; Agema ‘iaebégai langkah pertata
melalui Peraturan éemerintah No. 5/8D/1848, penerintah
menyerahkan pembinaan Peradllan Agama dari Kementrian;
Kehakiman kepadan Kementrian Aguméa. Pada  tahun 1948
""dikeluarkan: Undang Undang No. 19 tahun 1948 yang  me-
masukkan peraqilan Agama ke Peradilan Umuan, tet&ﬁi
tidak pernah berlaku. :
Bahkan Undang-Undang No. 18 tahun 1964, Undang-Undang
No. 14 tahun 1870, Undang- Undang No, 1 tahun 1974 dan
Undang Undang No. 14 tahun_1985 mnenetaphan aksisténsi-
nya. ‘ Lo - : L
‘Meskipun demikiéh setelah diajukan dan dibahas Ran-
' cangan Undang~Undang tentang Peradilan Agama (RUU-PA)
akhir- akhir_ ini eksistensi Puradllan Agama menjadi
perdebatan kemball | o |
“Maka penelltian terhadap ekslsten31 Peradilan Agdama
perlu dilakukan '

Bertolah dari latar belakang tersebut diatas. 
dapatlah d11nventar15asi beberpa permaslahan pokok
I - ‘
1. Bagaimanakah eksistensi  Hukum " Islam. nmenurut
Pancasila dan pasal-pasa] Undang-Undung Dasar 1945,
2. Sejauhmana kaitan Peradilan Agama dengan Pancasila
- dan Undang-Undang Dasar 1945,

Lo . . E ) - ' ,1" ' . N

' . . 1 ) [ : s .
Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini
" adalah '
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TS Untuk hehgétahﬁi landasan-landasan hukum adanys
Peradilaangam?‘dalam peraturan perundang-undangan
vang berlaku di Indonesis.

a o | :
2. Untuk | memberikan sumbangsan pemikiran pada
-pemerintah dalam pembahasan dan pembentukan Undang-

Undang tentang Peradilsn Agams.

. D. KMMWWM

+

1. Kerangka Teoritis.

Untuk memecahkan permasalahan di muka, akan
digunakan teori ilmu hukum. , '
. Menurut teori, kesahan berlakunya. hukum  harus
‘memenuhi-tiga syarat

a. Sah sgéara yuridis, yaitu penentpan kaedsah hukum
tersebut didasarkan ‘kaedsh yang lebih tinggi
tingkatannya. '

b. Sah secara ‘sbsidlogis, vaitu kaedah hukum
tersebut diterima dan diakui oleh masyarakat.

c. Sah  secars filosofisg, ;" yaitu  kaedah  hukum
‘tersebut sesual dengsn cita-cita hukum sebagai
nilai positif yang tertinggi.

(Scerjono Soekanto, 1980 : 13).

Ketiga syarat tersebut %mefupakan syarat  vang
kumulatif, artinya untuk séh berlakunys hukum harﬁs
dipenuhii ketiga syarat tersebut. . ,

Maka apabila sesuatu hukum tidak . memenuhi salah

satunya,’ berlakunya hukum tersebut tidak sah.

(Soerjono‘SOekapto,.198D 14 ).

'
o ‘
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_ Menurut sistem hukum nasional berdaéarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dagar 1945, susatu hukum
berlaku sah di Negara Republik Indonesia, apabila
" memenuhi ketiga sysrat tersebut, yasitu suatu - hukum
berlaku sah di Indonesia ini apabila sesuai dengan
kesadaran hukum masyarakat sesual dengan ketentu-
an- thentuan dalam pasal! 5 dan 20 Undang~Undang
Dasar 1945 dan lsesual dengan cita-cita hukum
nasional yang ‘dipadatkan’ dalam Phneasila, yang
'mefupakan sumber darl segala sumbur hukum Negara
" Republik Indon951a .‘ :
unﬁﬁk- menjawab permasalahan bagaimahékah
éeharusnya eksistensi Peradilan Adama dalam Negarsa
Reéubiik 'IhdoneSia menurut Undang~Undang ' Dasar
1845, | harus dilakukan penelitian ‘hal-hal sebagai
berikut ' ‘
a.‘Bagaihanakah‘ eksistensi Hukum Islam menurut
Pancasila dah pasal-pasal UUD 18945 yang terkait.

b, Bagsimanakah eksistensi'lembaga Peradilan Agamsa

| menurut Pancasila dan pasal pasal UUd 1945 vyang
terkait. '

c. Bagaimaahakhh‘ﬁehegakan Hukum Islam di lndonesia

' menurut Pancasila dan pasal pasal UUd 1945 yang
terkait. '

Kérangka Konsepsional.
o _

Undang Undang Dasar 1845 adalah keseluruhan

naskah yang ter1d1 dari Pembukaan, Batang Tubuh dan

‘Penaelasan yang dirancang oleh DBadan Penyelidik

Usaha-usaha Persiapan FKemerdekasn Indonesia dan

disahkan oleh Panitia - Persiapan Kemerdekaan



" E.

Indon951a pada thnggal=18 .Agdstus 1945, (Buahan
Pelengkap Penataran P4 1979 + 28 ),

Undang?Undang Dasar 1945 adalaly hukum dasar
vang tertuiis vang merupakan samber hukam  bagi
semua aturan hukuwm yang berlaku di ITndonesia.’
(Penjelasan Ymum: Undang-Undang Dusar 1945

‘ ﬂPerundang~undanéan adalal setiap keputusan
resmi  yang berbentuk tertulis dari penguass  yang
bersifat mengikat. (Socerjono Soeckanto, 1986 : 7 ).

Eksistensi adalah keberadaan atau kedudukan
dalam peraturan perundangan yang berlaku,

Peradilan Agama adalalh proses penyelesaian
perkara bagi umat Islam yang menyangkut nikah,
talak dan rujuk. (Daniél 5. Lev, H. Zaini Ahmad

" Noeh, 1988 : 172 -178).

. : ‘

Berdasarkan permasalahan dan kgrangka teoritis
d1 atas dapat diturunkan hlpote ;s bahwa Undang-Undang

" Dasar lsdqgmerubah Peradilan Agama,

i

' Penelitian  Undang-Undang Dasar 1945 dan
eksi'tensi Perad11an Agama dalam ‘Nugafa ﬁapublik
Indon681a merupakan penelitian hukum normatbif.

Data vang diperlukan dalan peyellLlan ini data
sekunder (data-cdata pustaka).

i



.melipdti :

Dalam penelitian hukum normatif data sekunder

'

Bahan hukum pfimer yaitu bahan hukum yang mengikat
terdiri‘d&ri Undang-Undang Dasar 1945;_ Garis-garis

‘Besar Haluan Neéara, peréturuﬁ perundang-undangan

dan lain sebagainya. i

ig

.- Bahan hukum sgkundeﬁ‘jaitu'haSil penelitian para
~ ahli, hasil Karya para ahli hukum, hasil‘ per emuan

i
L

ilmiah dan sebaﬁainya; :

] ot

T e i ' C .
. Bahan hukum tertier yang memberikan penjelassn pada

bahar  hukum primer dan sekunder ‘antara lain kamus
hukum, indeks dan lain-lain.
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